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Muhammad SAW serta keluarga dan sahabatnya.

PKL merupakan salah satu mata kuliah yang dapat berguna sebagai bekal
pada dunia kerja, yang dalam pelaksanaannya mahasiswa/i dituntut untuk terampil
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pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Jakarta yang
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telah memberikan dukungan dan bimbingannya.
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4. Seluruh dosen Universitas Negeri Jakarta yang telah banyak membantu
dan memberikan ilmu yang bermanfaat selama Praktikan duduk di bangku
perkuliahan.
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6. Kedua orang tua praktikan yang telah mendorong praktikan dan
memberikan semangat serta doa.

7. Teman-teman kelas S1 Alih Program Akuntansi 2014 yang telah
memberikan semangat dalam melakukan Praktik Kerja Lapangan serta
dalam pembuatan Laporan Praktik Kerja Lapangan.

8. Seluruh pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat saya
sebutkan satu per satu.

Praktikan menyadari bahwa terdapat keterbatasan dan kesalahan dalam
penyusunan laporan ini, oleh karena itu kritik dan saran sangat praktikan
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kepentingan orang yang membutuhkan.

Jakarta, 4 Januari 2016

Chindy Sarah Nabila
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan (PKL)

Dalam era globalisasi ini banyak masalah yang timbul diberbagai
kalangan, dan semua masalah muncul karena adanya perbedaan pendapat dan
pandangan antara manusia satu dengan lainnya. Dari sekian banyak masalah
yang paling sering dihadapi adalah sulitnya mencari lahan pekerjaan. Setiap
Universitas  diwajibkan untuk mendorong mahasiswal/i mereka untuk
melaksanakan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Kegiatan praktik ini
dilakukan di berbagai Perusahaan/ Instansi milik Negara maupun Swasta
guna untuk melatih keterampilan dan mental mahasiswa/i dilapangan.

Kegiatan praktik ini sangat menguntungkan mahasiswa/i karena dapat
menambah pengetahuan khususnya dalam bidang Akuntansi. Di samping itu,
kegiatan praktik ini sangat berpengaruh sebagai salah satu syarat kelulusan
untuk program studi S1 akuntansi.

Disamping sebagai salah satu syarat kelulusan, pelaksanaan PKL dapat
memberikan keuntungan, karena keahlian yang tidak diajarkan diperkuliahan
bisa didapat dalam pelaksanaan PKL ini, sehingga adanya PKL dapat
meningkatkan mutu, dan kampus akan mendapat banyak informasi dari
mahasiswa/i tentang bagaimana cara kerja di lembaga pemerintahan maupun

swasta.



Seluruh perguruan tinggi termasuk Universitas Negeri Jakarta (UNJ)
dituntut menghasilkan lulusan-lulusan yang berkompeten untuk menghadapi
dunia kerja yang sesungguhnya. Oleh karena itu, mahasiswa/i perlu dibekali
wawasan dan pengetahuan tentang dunia kerja. Dengan adanya kegiatan PKL,
mahasiswa/i diharapkan mendapatkan bekal pengetahuan dan ilmu serta
menjadi mahasiwa/i yang handal dan dapat mengaplikasikan ilmu yang
diperoleh ke dalam dunia kerja sesungguhnya, serta mempunyai mental yang
baik dan siap untuk bersaing di dunia kerja nantinya.

Dari pelaksanaan kegiatan PKL, mahasiswa/i dituntut untuk cepat
tanggap dalam menganalisis masalah yang ditemukan di tempat kerja.
Kegiatan PKL secara tidak langsung menggambarkan bagaimana situasi dan
kondisi dalam dunia kerja sesungguhnya. Dengan kegiatan PKL,
mahasiswa/i harus mampu untuk menerapkan ilmu yang dimiliki untuk
mengukur kemampuan dan menerapkan ilmu tersebut ke dalam dunia kerja
nantinya, agar mahasiwa/i dapat menjadi tenaga kerja yang berkompeten.
Dengan kegiatan PKL, mahasiswa/i juga diharapkan dapat memperoleh ilmu
yang bermanfaat, pengetahuan yang baik tentang dunia kerja sesungguhnya,
sehingga mahasiwa/i akan lebih siap untuk menghadapi dunia Kkerja

sesungguhnya.

Maksud dan Tujuan PKL

Maksud dari kegiatan PKL vyaitu:



a. Mahasiswa/i mendapatkan informasi yang bermanfaat tentang dunia
kerja sesungguhnya sehingga mahasiswa/i mempunyai bekal untuk dunia
kerja.

b. Mahasiswa/i dapat menambah pengalaman dan wawasan serta mental
yang baik untuk menghadapi dunia kerja.

c. Mahasiswa/i mendapatkan bekal pengetahuan dan ilmu sehingga dapat

mendorong mahasiwa/i untuk menjadi mahasiwa/i yang berkompeten.

Adapun tujuan dari kegiatan PKL ini, yaitu sebagai berikut:

a. Memenuhi salah satu syarat kelulusan program studi S1, Jurusan
Akuntansi, Fakultas Ekonomi UNJ.

b. Menambah pengalaman dan informasi

c. Meningkatkan motivasi mahasiswa/i agar siap untuk menghadapi dunia
kerja.

d. Menumbuhkan mental dan sikap yang diperlukan oleh praktikan untuk
memasuki dunia kerja yang sesungguhnya.

e. Menambah kepekaan mahasiswa/i terhadap perkembangan dunia kerja.

f. Menambah wawasan dan informasi tentang jenis-jenis pekerjaan pada

tempat dimana mahasiswa/i melaksanakan PKL.

Kegunaan PKL

Bagi Badan Kepegawaian Negara



a. Dapat saling bertukar ilmu dan pikiran antara pegawai dan mahasiwa/i
yang melaksanakan PKL.

b. Menjalin hubungan yang baik antara mahasiwa/i dengan instansi serta
Perguruan Tinggi.

c. Menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan dan bermanfaat

bagi pihak-pihak yang terlibat.

Bagi Praktikan

a. Mahasiswa/i memperoleh ilmu secara praktik dan dapat dijadikan bekal
untuk menghadapi dunia kerja.

b. Mendapatkan pengalaman yang akan membuat mahasiwa/i lebih berani
dalam menghadapi persaingan dunia kerja.

c. Membiasakan diri untuk belajar bertanggungg jawab dalam manajemen
waktu dan pekerjaan.

d. Melatih keterampilan berkomunikasi yang baik dan bersikap yang baik

untuk menghadapi dunia kerja nantinya.

Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

Mendapatkan umpan balik untuk menyempurnakan kurikulum yang
sesuai dengan kebutuhan di lingkungan instansi/perusahaan serta
mendapatkan banyak informasi mengenai sistem kerja di suatu instansi
ataupun perusahaan. Selain itu, FE UNJ akan lebih dikenal di dunia

pekerjaan, dan dapat mengasilkan lulusan-lulusan yang berkompeten.



D. Tempat PKL

Praktikan memperoleh kesempatan untuk melaksanakan PKL pada:

Nama Instansi . Badan Kepegawaian Negara

Alamat :Jalan Letjend Sutoyo no.12,

Cililitan Jakarta Timur, 13640

Nomor Telepon : +62-21 8093008
Fax D=
Website : www.BKN.go.id

Dalam hal ini, praktikan memperoleh kesempatan untuk melakukan PKL
di Badan Kepegawaian Negara (BKN). BKN merupakan salah satu instasi di

lingkup pemerintahan.

Dalam melakukan PKL di BKN, praktikan ingin mengetahui bagaimana
sistem kerja di lingkup pemerintahan, khususnya BKN.  Diharapkan
praktikan mampu mengaplikasikan ilmu yang dipelajari di bangku kuliah dan
pengetahuan dari PKL di BKN ini, agar dapat memadukan antara teori
dengan praktik yang akan sangat berguna untuk menghadapi dunia kerja

sesungguhnya.


http://www.bphn.go.id/

E. Jadwal Waktu PKL

1.

2.

Tahap Persiapan

Sebelum melaksanakan PKL, praktikan mengurus surat permohonan
pelaksanaan PKL di Biro Administrasi, Akademik dan Keuangan (BAAK)
yang di tujukan ke BKN. Setelah surat permohonan selesai dibuat oleh
BAAK, kemudian praktikan melanjutkan menyerahkan surat permohonan
PKL dengan memberikan langsung ke BKN, lalu praktikan menunggu kabar
dari BKN tentang penerimaan PKL. Setelah ada kesepakatan antara
praktikan dengan bagian yang mengurusi PKL, surat diserahkan ke bagian
Kepegawaian pada tanggal 3 September 2015. Pada tanggal 9 September
2015 BKN memberikan surat balasan dan menyetujui praktikan
melaksanakan PKL di BKN.
Tahap Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan PKL, praktikan melaksanakan kegiatan ini kurang
lebih selama 2 bulan, dimulai sejak tanggal 14 September 2015 sampai
dengan 30 Oktober 2015. Adapun jadwal pelaksanaan PKL adalah sebagai
berikut:
Hari : Senin — Jumat

Pukul :08.00 - 16.00 WIB

3. Tahap Pelaporan

Praktikan menyusun laporan kegiatan PKL sebagai salah satu syarat

kelulusan Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri



Jakarta. Praktikan mempersiapkan laporan PKL dimulai dari awal bulan
Oktober dan selesai di bulan Desember 2015. Dalam proses penyusunan
laporan PKL ini praktikan juga dibantu oleh Dosen Pembimbing yang sangat
membantu praktikan dalam memberi masukan dan saran mengenai laporan

PKL yang praktikan susun.



BAB Il

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL

A. Sejarah Singkat Badan Kepegawaian Negara (BKN)
1. Sejarah Umum Badan Kepegawaian Negara
Menurut buku sejarah Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan

website BKN (www.BKN.go.id) berikut ini cikal bakal terbentuknya

BPHN:

Setelah pemerintah Hindia Belanda bertekuk lutut kepada
tentara Jepang dalam perang dunia Il, tentara Jepang menyatakan
bahwa semua pegawai negeri pemerintah Hindia Belanda dengan
sendirinya menjadi pegawai negeri pemerintah pendudukan Jepang.
Pada masa itu tidak banyak pertambahan pegawai negeri, karena

Jepang lebih memusatkan perhatiannya pada Jepang.

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Republik Indonesia
menyatakan dan mengumumkan secara luas, bahwa segenap pegawai
negeri bekas pemerintah tentara pendudukan Jepang menjadi pegawai
negeri negara kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah juga
menginstruksikan agar segenap pegawai negeri tetap menduduki

posnya dan mengambil alih kekuasaan dari tentara Jepang.

Pernyataan dan pengumuman pemerintah Indonesia itu

disambut oleh pegawai negeri dengan berbagai sikap. Ada yang


http://www.bkn.go.id/

dengan spontan merebut kekuasaan di kantornya, ada yang bersikap
ragu-ragu karena tidak mengerti keadaan, dan ada pula yang takut
karena tentara Jepang secara fisik masih berkuasa dengan senjata yang

lengkap.

Sementara itu pada bulan oktober 1945, tentara sekutu bersama
tentara Belanda mendarat dan menduduki kota-kota besar antara lain
Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Palembang, Padang dan
Medan. Tentara sekutu disamping melucuti tentara Jepang juga
berusaha untuk mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia dan
mendirikan pemerintahan di kota-kota yang didudukinya. Dalam
keadaan yang demikian, pegawai negeri terpecah menjadi dua.
Pegawai negeri yang berada didaerah-daerah pendudukan tentara
sekutu ada yang menjadi pegawai negeri Belanda dan ada pula yang
meninggalkan daerah pendudukan serta bergabung menjadi pegawai

negeri kesatuan Republik Indonesia.

Dari situasi kepegawaian pada saat itu, sebagian pegawai
negeri berada dibawah pemerintah Republik Indonesia dan sebagian
lagi berada dibawah pemerintah Hindia Belanda. Keadaan seperti itu
menyebabkan pembinaannyapun dilakukan oleh dua lembaga, yaitu:
Kantor Urusan Pegawai Negeri (KUP) yang dibentuk dengan peraturan
pemerintah nomor 11 tahun 1948 tanggal 30 mei 1948, berkedudukan

di ibukota pemerintahan di Yogyakarta dan dipimpin oleh seorang
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kepala vyaitu Raden Pandji Soeroso. Pada tahun yang sama
pemerintahan juga menetapkan pembentukan perwakilan KUP untuk

wilayah Indonesia bagian timur yang berkedudukan di Makassar.

Dalam perkembangan selanjutnya, Kantor Urusan Pegawai
(KUP) inilah yang menjadi cikal bakal Badan Kepegawaian Negara
(BKN), sehingga tanggal 30 Mei 1948 ditetapkan sebagai tanggal
lahirnya Badan Kepegawaian Negara. Dienst Voor Algeme Personele
(DAPZ) yang lebih dikenal dengan DUUP (Djawatan Umum Urusan
Pegawai) yang dibentuk dengan keputusan Gubernur Jenderal Hindia
Belanda Nomor 13 tanggal 9 Juni 1948 yang dikepalai oleh Mr.

J.W.Van Hoogstraken dan berkendudukan di Jakarta.

Tugas pokok KUP adalah mengurus segala sesuatu mengenai
kedudukan dan gaji Pegawai Negeri serta mengawasi supaya
peraturan-peraturan itu dijalankan dengan tepat. KUP dipimpin oleh
seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas
usul Perdana Menteri dan langsung berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Perdana Menteri.

Kebijakan pemerintah yang dipandang cukup penting pada
masa itu adalah dikeluarkannyaPeraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 1948 tentang Peraturan Gaji Pegawai yang dikenal dengagn
nama PGP-48. Dalam peraturan pemerintah ini, gaji permulaan

golongan terendah adalah Rp. 45,- sebulan. Gaji pokok seorang
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pegawai dengan isteri dan seorang anak tidak akan kurang dari Rp.
65,- sebulan. Azas-azas peraturan penghargaan pengalaman bekerja
mulai berlaku pada PGP-48 ini. ljazah sekolah tidak mempunyai arti
penting tetapi hanya sebagai ukuran derajat atau kepandaian. Untuk
menentukan kedudukan pegawai selanjutnya salah satu syarat adalah
kecakapannya. Sistem penggajian yang dianut dalam PGP-48 adalah
sistem horizontal dan masa kerja yang berhubungan dengan gaji lama

dihitung serta untuk kenaikan gaji berikutnya dalam pangkat baru.

Peraturan  Gaji  pegawai  kemudian diatur  kembali
dengan PGPN-1955 yang berlaku mulai tahun 1955. Dalam PGPN-
1955 dikenal sembilan golongan dan 31 ruang gaji. Selain gaji
pokok, untuk kesejahteraan pegawai juga diberikan tunjangan-
tunjangan vyaitu tunjangan keluarga, tunjangan anak, tunjangan
kemahalan setempat, kemahalan umum, kemahalan daerah, tunjangan
tangung jawab keuangan, perwakilan, ujian dinas, tunjangan jabatan

dan uang pengganti, serta tunjangan bahaya.

Sejak pembubaran RIS dan pembentukan Negara Kesatuan
Republik Indonesia tanggal 15 Agustus 1950, pemerintah memandang
perlu untuk memusatkan urusan kepegawaian yang sebelumnya
diselenggarakan oleh KUP di Yogyakarta dan DUUP di Jakarta. Untuk
maksud tersebut ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 32

Tahun 1950 tanggal 15 Desember 1950. Dengan Peraturan
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Pemerintah  tersebut, KUP  di  Yogyakarta dan DUUP  di

Jakarta digabungkan menjadi satu.

Meskipun KUP berkedudukan di Jakarta, dalam pelaksanaan
tugasnya masih ada unit kerja yang berkedudukan di daerah, yaitu
Bagian Tata Usaha Kepegawaian (Biro TUK) di Yogyakarta dan

Bagian Pensiun dan Tunjangan (Biro P&T) di Bandung.

Peran aparatur pemerintah dirasakan semakin penting, sehingga
pemerintah menganggap perlu menetapkan kembali kedudukan,
fungsi, tugas dan organisasi KUP yang ditetapkan dengan peraturan
pemerintah nomor 32 tahun 1950. Sesuai dengan tuntutan peran dan
fungsi dalam membina kepegawaian, maka dengan peraturan

pemerintah nomor 32 tahun 1972 nama KUP dirubah menjadi BAKN.

Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, BAKN ditetapkan
sebagai sebuah lembaga pemerintah non departemen yang
berkedudukan langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada
presiden, mempunyai fungsi untuk menyempurnakan, memelihara dan
mengembangkan administrasi negara dibidang kepegawaian.
Kemudian dalam pelaksanaan pemberdayaan aparatur pemerintah
khususnya PNS, adalah dengan ditetapkan undang-undang nomor 8
tahun 1974 tanggal 6 nopember 1974 tentang pokok-pokok

kepegawaian.
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Undang-undang nomor 8 tahun 1974 diharapkan dapat
dijadikan landasan yang kuat untuk melaksanaan pembinaan PNS
sebagai unsur aparatur negara yang dengan penuh kesetiaan dan
ketaatan kepada negara dan pemerintah menyelenggarakan tugas
pemerintahan dan pembangunan. Dengan keputusan Presiden nomor
11 tahun 1984, kedudukan, tugas, fungsi dan organisasi BAKN, diubah

lagi dengan menambahkan jabatan wakil kepala BAKN.

Dengan berlakunya undang-undang nomor 22 tahun 1999
tentang pemerintah daerah, untuk mendorong desentralisasi urusan
kepegawaian kepada daerah maka dikeluarkan undang-undang nomor
43 tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang nomor 8 tahun
1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Atas dasar peraturan
tersebut, nomenklatur BAKN diubah menjadi Badan Kepegawaian
Negara (BKN) dan dengan keputusan Kepala BKN nomor
03/KEP/2000 tanggal 18 Januari 2000 dilakukan perubahan nama

kantor wilayah menjadi kantor regional.

Untuk lebih mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada
PNS di daerah saat ini BKN telah mempunyai 12 kantor regional
(kanreg), yaitu : kanreg | BKN di Yogyakarta, kanreg 11 BKN di
Surabaya, kanreg Il BKN di Bandung, kanreg 1V BKN di Makasar,
kanreg V di Jakarta, kanreg VI BKN di Medan, kanreg VII di

Palembang, kanreg VIII BKN di Banjarmasin, kanreg IX BKN di
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Jayapura, kanreg X BKN di Denpasar, kanreg X1 BKN di Manado, dan

kanreg XIl1 BKN di Pekanbaru.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pembinaan
kepegawaian, BKN menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan
kepegawaian. Selain itu juga memberikan bimbingan atas pelaksanaan
kebijakan yang ditetapkan. Begitu pula dalam melaksanakan fungsi
manajemen melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan

yang ada.

Untuk menopang pelaksanaan kegiatan tersebut, dengan
keputusan kepala BKN telah pula dibentuk pusat analisis kebijakan

manajemen kepegawaian dan pusat analisis pemberdayaan PNS.

Demikian sekitar sejarah perkembangan organisasi BKN dari
sejak berdirinya sampai saat ini. Dan dalam rangka reformasi
kepegawaian, maka keberadaan BKN diharapkan akan dapat memberi
dampak yang lebih bagi pembinaan PNS di Indonesia sebagaimana

visi yang ditetapkan menuju PNS yang professional dan sejahtera.

2. Visi dan Misi Badan Kepegawaian Negara
a. Visi Badan Kepegawaian Negara yaitu Menjadi Pembina dan
Penyelenggara Manajemen Kepegawaian yang Profesional dan

Bermartabat Tahun 2025.
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b. Misi Badan Kepegawaian Negara yaitu :

1) Mengembangkan Sistem Manajemen Kepegawaian Negara.

2) Mengembangkan Sistem Pelayanan Kepegawaian.

3) Mengembangkan Manajemen Internal BKN.

¢. Misi BKN dalam Renstra 2010-2014 adalah:

1) Mengembangkan Sistem Manajemen SDM PNS.

2)Merumuskan kebijakan pembinaan PNS dan menyusun peraturan
perundang-undangan kepegawaian.

3)Menyelenggarakan pelayanan prima bidang kepegawaian.

4) Mengembangkan sistem informasi manajemen kepegawaian.

5) Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian kepegawaian.

6) Menyelenggarakan manajemen internal BKN.

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Negara

Dalam suatu perusahaan atau instansi perlu adanya suatu struktur
organisasi. Dengan adanya struktur organisasi, maka semua bagian
organisasi dapat mengetahui tugas dan tanggung jawabnya masing-
masing, sehingga diharapkan dapat mendorong semangat kerja yang
memungkinkan agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan hasil

maksimal.
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Tabel 2.1 Susunan Jabatan dan Nama Pegawai

Jabatan Nama Pegawali

Kepala BKN Bima Haria Wibisana
Kepala Bagian Sekretariat Utama Usman Gumanti
Kepala Biro Keuangan Imas Sukmariah

Sumber: www.bkn.go.id/profil/unit-kerja

Badan Kepegawaian Negara memiliki Struktur Organisasi yang
memiliki keterkaitan secara fungsional atas sistem kerja pada masing-
masing bagian. Struktur Organisasi BKN dapat dilihat di (lampiran 7)
halaman 54.
Berikut ini adalah penjelasan mengenai struktur organisasi BKN :

1. Struktur Organisasi Pusat

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Negara menggambarkan
tentang kedudukan dan fungsi serta tugas pada masing-masing jabatan,

yaitu sebagai berikut :

a. Kepala BKN;

Kepala merupakan pejabat yang memimpin BKN dan bertugas
menyiapkan kebijakan nasional, kebijakan umum sesuai dengan tugas

BKN dan melakukan pembinaan teknis kepegawaian Badan Kepegawaian
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Daerah serta Membina dan menyelenggarakan kerja sama dengan instansi

dan organisasi lain.

b. Wakil Kepala;

Wakil Kepala merupakan seseorang yang bertanggungjawab
langsung kepada kepala serta bertugas membantu kepala dalam membina
dan mengembangkan administrasi BKN, mengkoordinasikan tugas Deputi

dan Kepala Kantor Regional BKN.

c. Sekretariat Utama;

Sekretariat Utama nempunyai tugas mengkoordinasikan
perencanaan, pembinaan, pengendalian terhadap program, administrasi

dan sumber daya di lingkungan BKN.

Sekretariat Utama terdiri atas :

a) Biro Perencanaan dan Kerjasama Antar Lembaga;
b) Biro Keuangan

c) Biro Kepegawaian

d) Biro Umum

e) Biro Hubungan Masyarakat

d. Deputi Bidang Pengembangan Kepegawaian;
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Deputi Bidang Pengembangan Kepegawaian mempunyai tugas
melaksanakan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan

pengembangan kepegawaian.

e. Deputi Bidang Bina Kinerja dan Perundang-undangan;

Deputi Bidang Bina Kinerja dan Perundang-undangan mempunyai
tugas melaksanakan perumusan kebijakan pembinaan kinerja dan

pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan kepegawaian.

f. Deputi Bidang Bina Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun;

Deputi Bidang Bina Pengadaan, Kepangkatan, dan Pensiun
mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan

pengadaan, kepangkatan dan pensiun.

g. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;

Deputi Bidang Informasi Kepegawaian mempunyai tugas
melaksanakan perumusan kebijakan, pengembangan, dan penyelenggaraan

sistem informasi kepegawaian.

h. Deputi Bidang Pengendalian Kepegawaian;

Deputi Bidang Pengendalian Kepegawaian mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan
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pengawasan dan pengendalian peraturan perundangan-undangan di bidang

kepegawaian.

I. Pusat Penilaian Kompetensi PNS;

Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil adalah unsur
penunjang tugas pokok BKN yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada kepala BKN dan secara administratif berada di bawah Sekretaris
Utama. Pusat penilaian kompetensi PNS mempunyai tugas melaksanakan
perencanaan dan pelaksanaan penilaian kompetensi PNS dalam rangka
pengembangan karier PNS dan melaksanakan konseling psikologi

permasalahan kepegawaian.

j. Inspektorat;

Inspektorat adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan
bertanggungjawab langsung kepada kepala BKN. Inspektorat mempunyai
tugas melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan tugas

rutin dan pembangunan di lingkungan BKN.

C. Kegiatan Umum Badan Kepegawaian Negara

1. Tugas Utama Badan Kepegawaian Negara

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mempunyai tugas pokok

membantu Presiden dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian
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Negara dalam rangka terciptanya sumber daya manusia aparaturnegara
yang professional serta berkualitas dan bermoral tinggi, guna melancarkan
pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Dalam
melaksanakan tugas pokok tersebut, BKN menyelenggarakan fungsi

sebagai berikut :

a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional dibidang
kepegawaian.

b. Penyelenggaraan koordinasi identifikasi kebutuhan pendidikan
dan pelatihan, pengawasan dan pengendalian  pemanfaatan
pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia Pegawai Negeri
Sipil.

c. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian pejabat negara dan
mantan pejabat Negara.

d. Penyeleggaraan administrasi dan sistem informasi kepegawaian
dan mutasi kepegawaian antar propinsi dan Penyelengaraan
koordinasi penyusunan norma standar dan prosedur.

e. Penyelenggaraan bimbingan teknis pelaksanaan peraturan
perundang-undangan dibidang kepegawaian kepada instansi
pemerintah dan Koordinasi kegiatan fungsional dalam
pelaksanaan tugas BKN.

f. Pelancaran kegiatan instansi pemerintah dibidang administrasi

kepegawaian.
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Penyelenggaraan pembianaan dan pelayanan administrasi umum
dibidang perencanaan umum ketatausahaan organisasi dan tata
laksana kepegawaian keuangan kearsipan persandian perlengkapan
dan rumah tangga.

Penyusunan rencana nasional secara makro dibidangnya dan
perumusan  kebijakan  dibidangnnya  untuk  mendukung
pembangunan secara makro.

Penetapan sistem informasi dibidangnya.

Pelaksanaan mutasi kepegawaian antar propinsi, Perumusan dan
pelaksanaan kebijakan tertentu dibidang kepegawaian.

Penyusunan norma standar dan prosedur kepegawaian negara dan
pengendaliannya dan Penyusunan program kepegawaian secara
nasional sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.
Penyelenggaraan  administrasi mutasi  kepegawaian  antar
propinsi serta perumusan standar dan prosedur mengena perencaan
pengangkatan pemindahan pemberhentian penetapan pensiun gaji
tunjangan kesejahteraan hak dan kewajiban serta kedudukan
hukum PNS.

. Penyelengaraan administrasi kepegawaian secara nasional dan
perencanaan kebijakan dan pemantaun pemanfaatan pendidikan
dan pelatihan struktural.Pengawasan dan pengendalian norma

standar dan prosedur kepegawaian.
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2. Kegiatan Umum Biro Keuangan Badan Kepegawaian Negara

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
19 Tahun 2006 Pasal 26, Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan
pembinaan dan pengelolaan keuangan BKN. Dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, Biro Keuangan menyelenggarakan
fungsi sebagai pelaksanaan pengurusan keuangan, pembayaran,
penggajian pegawai dan pelaksanaan tata laksana keuangan, verifikasi
pertanggungjawaban keuangan serta pelaksanaan pembukuan realisasi
keuangan.

Adapun tugas dari bagian perbendaharaan yaitu melaksanakan tata
laksana keuangan. Sebagaimana dijelaskan pada peraturan kepala BKN
pasal 34, fungsi biro keuangan bagian perbendaharaan yaitu melaksanakan
pengolahan data SPP atau SPM dan melaksanakan pengujian serta
penyiapan surat perintah membayar. Bagian perbendaharaan terdiri atas
Subbagian Pengelolaan Belanja Pegawai, Subbagian Pengelola Belanja

Lainnya dan Subbagian Tata Usaha.



BAB IlI

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

A. Bidang Kerja

Selama kegiatan PKL di Badan Kepegawaian Negara selama kurang lebih
dua bulan, praktikan ditempatkan di Biro Keuangan bagian perbendaharaan. Biro
Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengeloaan keuangan BKN Pusat dan
pembinaan keuangan pada BKN Pusat serta Kantor Regional BKN, dalam

melaksanakan tugasnya Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan pengelolaan keuangan, pembayaran, dan penggajian

pegawai;

b. Pelaksanaan tata laksana dan pengolahan data keuangan;

c. Pelaksanaan  verivikasi  akuntansi dan  pelaporan, serta

pertanggungjawaban keuangan BKN;

d. Pelaksanaan  pengendalian  dan  pengawasan pembukuan

perbendaharaan;

Bagian keuangan membawahi tiga subbagian, yaitu Subbagian
Perbendaharaan, Subbagian Verifikasi dan Subbagian akuntansi dan pelaporan.

Masing-masing sub bagian tersebut memiliki tugas sebagai berikut :

1. Bagian Perbendaharaan

23
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Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
belanja pegawai dan belanja non pegawai serta pengendalian pegawasan

pembukuan perbendaharaan, Bagian Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan pengelolaan penggajian dan tunjagan pegawai;

b. Penyiapan bahan pembinaan teknis pembayaran belanja lainnya;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan administrasi pada Biro Keuangan.

Bagian Perbendaharaan memiliki beberapa Subbagian yang juga memiliki
tugas untuk mendukung Kketerlasanaannya tugas dan fungsi Bagian

Perbendaharaan, Subagian tersebut yaitu :

1) Subbagian Pengelolaan Belanja Pegawai mempunyai tugas melakuan
penyiapan pengolahan penggajian dan tunjangan, melakuakan
pembayaran gaji dan tunjangan, serta pengendalian tata naskah gaji

pegawai BKN Pusat.

2) Subbagian Pengelolaan Belanja Lainya mempunyai tugas melakukan
penyiapan, pengelolaan dan pembayaran keuangan dan belanja lainnya

pada BKN Pusat.

3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakuakn penerimaan,
penggandengan dan pendistribusian serta penormaan surat secara manual
maupun elektronik, melakukan tata usaha, pengelolaan kinerja, serta

evaluasi dan pelaporan pada Biro Keuangan Badan Kepegawaian Negara.
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2. Bagian Verifikasi

Bagian Verivikasi mempunyai tugas melakukan pengujian dokumen

keuangan BKN Pusat, Bagian Verivikasi menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan pengolahan data keuangan BKN Pusat;

b. Penyiapan bahan penguian dan penyiapan Surat Permintaan
Pembayaran/Surat Perintah membayar BKN Pusat; dan

c. Penyiapan pembinaan administrasi pengelolaan keuangan dan
pemeriksaan pertanggungjawaban realisasi keuangan di lingkungan

BKN.

Bagian Verivikasi memiliki beberapa Subbagian yang juga memiliki tugas
untuk mendukung keterlasanaannya tugas dan fungsi Bagian Verivikasi, Subagian

tersebut yaitu :

1) Subbagian Verifikasi Belanja Pegawai mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan pengujian dan pengendalian Surat Permintaan
Pembayaran/Surat Perintah Membayar, penyiapan Surat Perintah
Membayar, veriikasi realisasi keuangan serta pelaksanaan kegiatan dan

anggaran yang terkait dengan belanja pegawai di lingkungan BKN.

2) Subbagian Verifikasi Belanja Lainnya mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan pengujian dan pengendalian Surat Permintaan
Pembayaran/Surat Perintah Membayar, pengujian kontrak kerja dengan

pihak ketiga, penyiapan Surat Perintah Membayar, verifikasi realisasi
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keuangan serta pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang terkait dengan

belanja lainnya di lingkungan BKN.

3. Bagian Akuntansi dan Pelaporan

Bagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan akuntansi
dan pembuatan laporan pertanggungjawaban realisasi keuangan, Bagian

Akuntansi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan bahan akuntansi keuangan BKN Pusat; dan

b. Penyiapan bahan pembuatan laporan pertanggungjawaban realisasi

keuangan.

Bagian Akuntansi dan Pelaporan memiliki beberapa Subbagian yang juga
memiliki tugas untuk mendukung keterlasanaannya tugas dan fungsi Bagian

Akuntansi dan Pelaporan, Subagian tersebut yaitu :

1) Subbagian Penglahan Data Keuangan mempunyai tugas melakuakn
penyiapan bahan pengolahan data Surat permintaan Pembayaran/Surat
Perintah Membayar di lingkungan BKN Pusat, perencanaan metode
pengolahan dan penyajian informasi data keuangan, pelaksanaan analisis,

pengolahan, dan pengintegasian data keuangan.

2) Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

akuntansi keuangan di lingkungan BKN Pusat.
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3) Subbagian Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pembinaan administrasi pengolaan keuangan dan pemeriksaan
pertanggungjawaban realisasi keuangan serta pembuatan laporan

pertanggungjawaban realisasi keuangan di lingkungan BKN.

Selama pelaksanaan PKL, praktikan ditugaskan dan diberi tanggung jawab
untuk melaksanakan pekerjaan di bagian keuangan. Hal ini sesuai dengan bidang
studi yang telah dipelajari oleh praktikan, yaitu Akuntansi. Pada saat melakukan
kegiatan PKL, praktikan diperbolehkan menggunakan fasilitas kantor yang
tersedia diruangan kerja seperti alat tulis kantor, komputer, dan printer yang

menunjang pelaksanaan kegiatan PKL di BKN.

Secara umum berikut ini adalah tugas yang dilaksanakan praktikan selama

PKL di bagian keuangan BKN:

1. Mencatat Pembukuan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D)

2. Menginput Data (Membuat Rincian Anggaran dan Biaya Pengadaan Alat
Tulis Kantor)

3. Mengklasifikasi dan Mengarsipkan SPM dan SP2D

4. Menginput data (Membuat Kwitansi Transport)

5. Mengecek SPM dan SP2D di aplikasi Online Monitoring Sistem

Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)
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B. Pelaksanaan Kerja

Pelaksanaan program PKL ini dilakukan kurang lebih selama dua bulan,
yaitu dimulai dari tanggal 14 September 2015 sampai dengan tanggal 30 Oktober
2015. Selama pelaksanaan PKL, praktikan mengerjakan semua tugas yang

diberikan oleh para pegawai selama berada di BKN.

Tugas-tugas yang diberikan dalam rangka pelaksanaan PKL dapat
memberikan gambaran secara umum mengenai kegiatan operasional instansi dan
keterampilan yang harus dimiliki praktikan selama melaksanakan PKL. Sebagai
mahasiswa/i yang memiliki konsentrasi di bidang akuntansi, maka kegiatan PKL
ini diharapkan agar praktikan dapat membantu Badan Kepegawaian Negara di

bagian Keuangan dengan menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan.

Secara umum berikut ini adalah tugas yang dilaksanakan praktikan selama

PKL di bagian keuangan BKN:

1.  Mencatat Pembukuan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah

Pencairan Dana (SP2D) Belanja Barang dan Belanja Pegawai

Praktikan mempunyai tugas untuk melakukan pencatatan pembukuan SPM
dan SP2D Belanja Barang dan Belanja Pegawai, dan tugas ini dilakukan secara
manual. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah
dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Penanda Tangan / Penguji SPM atau
disebut PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA. Surat

Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah



29

yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk
pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. Berikut ini

merupakan langkah-langkah untuk melakukan tugas tersebut:

a. Praktikan diberikan dokumen SPM dan SP2D Belanja Barang dan
Belanja Pegawai.

b.  Lalu praktikan mencatat dokumen SPM dan SP2D Belanja Barang
dan Belanja Pegawai ke dalam buku besar belanja barang dan
belanja pegawai.

C. Di dalam buku besar tersebut, pratikan mencatat dokumen SPM
dan SP2D Belanja Barang dan Belanja Pegawai sesuai dengan
nomor dan tanggal SPM dan SP2D Belanja Barang dan Belanja
Pegawai.

d.  Kemudian, praktikan mencatat pengeluaran yang ada dalam SPM
dan SP2D tersebut. Pencatatan akun dan jumlah uang harus sesuai
dengan pengeluaran yang ada dalam SPM dan SP2D Belanja
Barang dan Belanja Pegawai.

e. Lalu, praktikan menuliskan keterangan atas SPM dan SP2D
Belanja Barang dan Belanja Pegawai sesuai dengan apa yang ada
didalam SPM dan SP2D tersebut, misalnya untuk Belanja Barang
yaitu pembayaran atas pembelian ATK, dan untuk Belanja

Pegawali yaitu pembayaran uang makan pegawai.
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2. Menginput Data (Membuat Rincian Anggaran dan Biaya Pengadaan Alat

Tulis Kantor)

Praktikan mempunyai tugas untuk membantu pegawai di bagian
keuangan untuk menginput data. Dalam tugas ini, hal yang dilakukan praktikan
yaitu seperti membantu para pegawai di bagian keuangan untuk membuat rincian
anggaran dan biaya pengadaan alat tulis kantor. Berikut ini merupakan langkah-

langkah untuk membuat rincian anggaran dan biaya pengadaan alat tulis kantor:

a. Praktikan diberikan data oleh pembimbing untuk di input ke dalam

komputer.

b. Buka Data Contoh Pengadaan Alat Tulis Kantor yang diberikan oleh
pembimbing di Microsoft Excel.

c. Masukkan nama kegiatan yang akan di buat rincian anggaran dan
biaya pengadaan Alat Tulis Kantor, misalnya untuk kegiatan
Sosialiasi Peraturan Pengelolaan Keuangan Negara, Biro Keuangan
Badan Kepegawaian Negara Tahun Anggaran 2015.

d. Buat Table/ kolom pada Rincian Anggaran dan Biaya Pengadaan Alat
Tulis Kantor, lalu Masukkan nama barang, satuan (jumlah barang)
serta harga satuan.

e. Hitung Jumlah Harga dari barang yang sudah dibuat dalam rincian
pengadaan Alat Tulis Kantor (per item barang). Jumlah Harga ini
diperolen dengan menggunakan rumus di Microsoft Excel, yaitu

mengalikan Harga Satuan dengan satuan (jumlah barang).
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Setelah itu, hitung jumlah harga keseluruhan dari barang yang sudah
dibuat dalam rincian pengadaan Alat Tulis Kantor. Jumlah harga
barang keseluruhan ini diperoleh dengan menggunakan rumus di
Microsoft Excel, dengan menggunakan rumus “SUM”, vyaitu
menjumlahkan harga dari barang per item barang sehingga diperoleh

hasil jumlah harga barang keseluruhan.

3. Mengklasifikasi dan Mengarsipkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Praktikan mempunyai tugas untuk mengklasifikasikan dan mengarsipkan

SPM dan SP2D. Berikut ini merupakan tahap-tahap dalam mengklasifikasikan

dan mengarsipkan SPM dan SP2D:

a.

b.

Praktikan diberikan dokumen SPM dan SP2D oleh pembimbing.
Praktikan mengklasifikasikan SPM dan SP2D sesuai dengan kegiatan
per biro, misalnya SPM dan SP2D Belanja Barang di pisahkan dengan

SPM dan SP2D Belanja Pegawai.

. Setelah dokumen SPM dan SP2D tersebut dipisahkan, praktikan

mengarsipkan dokumen tersebut sesuai dengan nomor SPM dan

SP2D.

. Dokumen SPM dan SP2D di arspikan dari nomor SPM dan SP2D

yang besar ke nomor SPM dan SP2D yang kecil.
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4. Menginput Data (Membuat Kwitansi Transport)

Praktikan mempunyai tugas untuk membantu pegawai di bagian
keuangan untuk menginput data. Dalam tugas ini, hal yang dilakukan praktikan
yaitu seperti membantu para pegawai di bagian keuangan untuk membuat
kwitansi transport. Berikut ini merupakan langkah-langkah untuk membuat

kwitansi transport):

a. Praktikan diberikan data oleh pembimbing untuk di input ke dalam

komputer.

b. Buka Data Contoh Kwitansi Transport yang diberikan oleh
pembimbing di Microsoft Excel.

c. Masukkan Nominal Uang Transport yang akan diberikan kepada
pegawai sesuai dengan data yang diberikan oleh pembimbing.

d. Beri Keterangan di Kwitansi Transport untuk pembayaran biaya
transport dalam rangka melaksanakan kegiatan apa, misalnya Biaya
transport kegiatan dalam kota sehubungan dengan tugas dinas ke
Kantor Pusbang ASN dalam rangka koordinasi tentang pengadaan
sarana prasarana gedung pusbang ASN, Pengadaan Disaster Recovery
Center (DRC) dan Pengadaan tanah untuk Pusbang ASN.

e. Buat Table/kolom pada kwitansi transport yang berisikan No, Nama /
Nomor Induk Pegawai (NIP), Golongan, Unit Kerja, Jumlah Diterima

dan Tanda Tangan.
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f. Masukkan Nama Pegawai yang akan diberikan uang transport, beserta

NIP, Unit Kerja serta Jumlah Diterima dalam kwitansi transport.

5. Mengecek SPM dan SP2D di Aplikasi Online Monitoring Sistem
Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)
Praktikan mempunyai tugas untuk mengecek SPM dan SP2D di aplikasi
Online Monitoring SPAN. Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan
dan Anggaran Negara yang biasa disebut Aplikasi OM SPAN adalah aplikasi
yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam SPAN dan
menyajikan informasi sesuai kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis

web.

Aplikasi OM SPAN bisa diakses di alamat spanint.kemenkeu.go.id. Online

Monitoring SPAN adalah Aplikasi berbasis web yang digunakan oleh
Kementerian/Lembaga, Eselon I, Satuan Kerja, KPPN, Kantor Wilayah dan Unit
lain di Kementerian Keuangan dalam rangka monitoring transaksi keuangan

negara melalui SPAN.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, ada beberapa tahap yang harus

dilakukan, yaitu:

a. Persiapkan SPM dan SP2D yang mau di cek pada aplikasi online
monitoring SPAN

b. Buka browser (Mozilla Firefox, IE, Chrome, dil)
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c. Masukan alamat: http://spanint.kemenkeu.go.id pada browser, maka

akan muncul tampilan seperti berikut:

#i Online Monitoring SPAN

Aplikasi berbasis web yang digunakan oleh
Kementerian/Lembaga, Eselon |, Satuan Kerja, KPPN, Kantor
Wilayah dan Unit lain di Kementerian Keuangan dalam rangka
monitoring transaksi keuangan negara melalui SPAN.

d. Masukan username dan password, lalu akan muncul tampilan

seperti dibawah ini:

Selamat Datang di Online Monitoring SPAN

Klik tomhal I8 Manu di kiri atac intuk memulai

2014 Direktorat Transformasi Perbendaharaan

e. User dapat memilih menu yang berada di kiri atas seperti gambar

berikut:
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A Beranda IS Menu A4 span|zzmsize Wl Online Monitoring : 2015 1
© Dashboard
IN Modul Pengan

£ Data Ketersedi
(Fund Available)

+) Meodul Penerim

% Data Suspend

% Modul Renkas

Selamat Datang di Online Monitoring SPAN

Klik tamhal I8 Manu di kiri atas untuk mamlai
E Referensi

© 2014 Direktorat Transformasi Perbendaharaan

f. Pilih Modul Pembayaran pada Menu

Dalam hal ini, praktikan mengklik modul pembayaran pada menu,
lalu pilih daftar SP2D untuk mengecek apakah dokumen SP2D yang ada,
sudah terdaftar dalam aplikasi online monitoring span atau belum
terdaftar. Role user yang dapat menggunakan menu ini adalah
Administrator, Kanwil, KPPN dan Satker. Pada menu ini, user dapat
memonitoring daftar dan setil SP2D per Satker.Berikut ini merupakan
tampilan setelah mengklik menu modul pembayaran dan memilih daftar

SP2D:

= Menu A4 span|zzzzszzs Wl Online Monitoring : 2015 2 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PUS,

Daftar SP2D Satker

Update Data Terakhir (Waktu Server) :
07-12-2015 17:15:54 WIB

Tanggal  ronggal Tanggal Jenis
No. Nomor SP2D Selesai = Nilai SP2D Nomor Invoice <= Jenis SPM Deskripsi
sP2D Invoice SP2D
sP2D
1 150881301030680 07-12- 07-12- 5455500 03165T/017220/2015 1-11- GAJI SUSULAN NON Biaya Belanja pegawai (Gaji Terusan bulan Desember 2015) a/n Haryono
2015 2015 2015 GAll Sigit NIP. 19631212 198603 1001 03165-11/11/2015-511111-ROKU
150881301030685 07-12- 07-12- 2,355,000 03487T/017220/2015 03-12- GuP NON Pengganti Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang 03487-
2015 2015 2015 GAJl 30/11/2015-521211-Kompensasi
3 150881301030690 07-12- 07-12- 1,631,500 03463T/017220/2015 03-12- GuP NON Pengganti Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang 03463~
2015 2015 2015 GAll 27/11/2015-521211-KOMPENSASI
4 150821301030686 o07-12- 07-12- 23,258,000  03471T/017220/2015 03-12- cup NON Pengganti Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang 03471-
2015 2015 2015 GAll 27/11/2015-521211-PPU
150881301030681 07-12- 07-12- 4,070,000 03082T/017220/2015 04-11- KEKURANGAN NON Belanja Pegawai (! gan Gaji Jan-Juli Tahun 2015 /Gaji

© 2014 Direktorat Transformasi Perbendaharaan & Tim Pengembang
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Kemudian, praktikan mengklik filter pada tampilan, dan
memasukkan nomor SP2D yang mau di cari, setelah itu klik ok, maka
akan muncul nomor SP2D beserta nomor SPM dan kegiatan yang
dilakukan, jika nomor SP2D tersebut sudah terdaftar. Jika belum
terdaftar, maka dokumen SP2D tersebut diberi tanda dan dilaporkan

kepada pebimbing PKL.

C. Kendala yang dihadapi

Dalam pelaksanaan PKL ini praktikan pernah mengalami kendala.
Kendala-kendala yang dihadapi oleh praktikan selama PKL berlangsung

yaitu:

a. Dalam melakukan pencatatan pembukuan SPM atau SP2D yang di
lakukan secara manual, praktikan pernah melakukan kesalahan
yaitu double pencatatan dalam pembukuan SPM dan SP2D.

b. Dalam mengerjakan tugas menginput data, seperti membuat rincian
anggaran dan biaya pengadaan alat tulis kantor (ATK) serta
membuat kwitansi transport praktikan pada awalnya kesulitan
untuk mengerjakan tugas tersebut dikarenakan baru pertama Kali
praktikan membuat rincian anggaran dan biaya pengadaan ATK

serta membuat kwitansi transport di BKN.
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c. Praktikan baru pertama kali menggunakan aplikasi Online
Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM
SPAN) sehingga pada awalnya praktikan cukup kesulitan dalam
menggunakannya.

d. Koneksi Internet atau server kantor sering mengalami gangguan
sehingga pekerjaan yang praktikan lakukan kadang tertunda, karena
sebagian besar data yang praktikan gunakan dalam menyelesaikan

tugas menggunakan server kantor.

D. Cara Mengatasi Kendala
Dalam mengatasi kendala tersebut, praktikan melakukan beberapa cara,

yaitu :

a. Praktikan harus memeriksa kembali nomor SPM atau SP2D yang akan di
catat dalam mengerjakan tugas ini, apakah sudah ada atau belum di
dalam buku besar SPM dan SP2D, agar tidak terjadi kesalahan atau
double pencatatan.

b. Praktikan berusaha memahami dengan seksama tentang tugas yang
diberikan, bertanya bila ada bagian yang tidak paham. Praktikan
diberikan pengarahan dan bimbingan dari pembimbing PKL untuk
menginput data seperti membuat rincian anggaran dan biaya pengadaan
ATK serta membuat kwitansi transport dan diberikan contoh data untuk

mengerjakan tugas tersebut.
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Praktikan ketika mengalami kesulitan dalam penggunaan aplikasi Online
Monitoring SPAN melakukan tanya jawab dengan pembimbing PKL
tentang cara menggunakan aplikasi Online Monitoring SPAN maupun
mendownload dan membaca petunjuk tentang tata cara penggunaan
aplikasi Online Monitoring SPAN.

Dalam melakukan pekerjaan yang membutuhkan koneksi internet atau
server kantor, apabila koneksi internet atau server kantor mengalami
gangguan, praktikan melakukan diskusi tentang pekerjaan yang
dilakukan atau meminta tugas lain yang tidak membutuhkan koneksi

internet atau server kantor.



BAB IV

KESIMIPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Dari uraian yang telah dirangkum berdasarkan data yang
diperoleh pada Badan Kepegawaian Negara (BKN), maka
praktikan memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kegiatan PKL memberikan dampak positif bagi praktikan,
karena praktikan dapat memperoleh tambahan ilmu, informasi,
wawasan, pengetahuan, dan pengalaman kerja yang sangat
berguna untuk menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya
nantinya.

2. Kegiatan PKL merupakan kewajiban yang harus dilakukan
oleh mahasiswa/i Program Studi Sarjana (S1) sebagai salah
satu syarat kelulusan.

3. Badan Kepegawaian Negara (BKN) merupakan salah satu
instansi di lingkungan pemerintahan. Badan Kepegawaian
Negara (BKN) mempunyai tugas pokok membantu Presiden
dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian Negara
dalam rangka terciptanya sumber daya manusia aparaturnegara

yang professional serta berkualitas dan bermoral tinggi, guna

39
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melancarkan pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan
pembangunan.

Pratikan merasa nyaman dan tertolong dalam melaksanakan
pekerjaan, hal itu dikarenakan sikap para karyawan di BKN
yang ramah dan peduli pada mahasiswa/i yang melaksanakan
PKL.

Praktikan dapat mengetahui bagaimana sistem kerja instansi di
lingkup pemerintahan dan juga mengetahui kegiatan-kegiatan
yang ada dalam instansi, serta dapat meningkatkan
kedisiplinan diri, baik dalam disiplin waktu maupun disiplin

kerja.

B. Saran

Setelah pelaksanaan PKL di BKN, adapun saran yang ingin

praktikan sampaikan sebagai masukan, diantaranya yaitu:

1.

Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta (FE UNJ)
a. Komunikasi antara  Universitas dan BKN lebih
ditingkatkan, agar pihak BKN dapat lebih mengenal
kompetensi yang dimiliki oleh mahasiswa/i.

b. Pengawasan dan bimbingan dari Universitas lebih
ditingkatkan lagi pada saat melaksanakan Praktik Kerja

Lapangan di perusahaan atau instansi pemerintahan terkait.
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c. Menjalin komunikasi yang lebih intens dengan pihak BKN
sehingga Universitas mempunyai hubungan baik dengan
BKN.

d. Adanya pengarahan dan bimbingan mengenai informasi
yang terkait dengan dunia kerja kepada mahasiswa/i sebagai

bekal praktikan melaksanakan PKL.

Badan Kepegawaian Negara (BKN)

a. Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dan
bermanfaat dengan mahasiswa/i yang melaksanakan PKL

b. BKN hendaknya tetap memberikan kesempatan untuk
mahasiwa/i yang berminat untuk melaksanakan PKL.

c. BKN lebih meningkatkan kepedulian terhadap mahasiwa/i

yang melaksanakan PKL

Bagi Praktikan

a. Praktikan perlu mempersiapkan diri secara fisik maupun
mental sebelum pelaksanaan PKL berlangsung. Pembekalan
ilmu pun perlu diperhatikan sebelum pelaksanaan PKL
berlangsung, yaitu dengan cara mempelajari kembali teori-

teori yang sudah praktikan dapat di bangku perkuliahan.
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b. Praktikan perlu mengetahui pekerjaan atau tugas-tugas dan
tanggung jawab yang ada untuk meminimalisir kesalahan-
kesalahan selama pelaksanaan PKL.

c. Praktikan lebih teliti dalam melaksanakan tugas-tugas

yang diberikan oleh pembimbing selama pelaksanaan PKL.
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Lampiran 8

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT UTAMA BKN

e
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Lampiran 9

Struktur Organisasi Bagian Keuangan BKN

Sumber : Bagian Keuangan Badan Kepegawaian Negara
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Lampiran 10

LOGO BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

BKN

. Badan Kepegawaian Negara

Visi Badan Kepegawaian Negara:

Menjadi Pembina dan Penyelenggara Manajemen Kepegawaian yang Profesional dan

Bermartabat Tahun 2025.

Misi Badan Kepegawaian Negara:

a) Mengembangkan Sistem Manajemen Kepegawaian Negara.
b) Mengembangkan Sistem Pelayanan Kepegawaian.

€) Mengembangkan Manajemen Internal BKN.
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Lampiran 11
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Lampiran 13

¥ L s

i Online Monitoring SPAN

Aplikasi berbasis web yang digunakan oleh
Kementerian/Lembaga, Eselon |, Satuan Kerja, KPPN, Kantor
Wilayah dan Unitlain di Kementerian Keuangan dalam rangka
monitoring transakst keuangan negara melalui SPAN.

L | NamaPengguna
f | fataSandi

- '

R B

Pamrine WD 8 na
s ot 434 T 4 Wi
o it e g s LAY 530

Fimiwgeun

Selamat Datang di Online Monitoring SPAN

Klile tambsl I8 Maru alf kiri atac untuke mamilai

2014 Direktorat Transformasi Perbendaharaan
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#A Beranda 5 Menu A span|zzzmeze Wl Online Monitoring : 2015 1

© Dashboard

I8 Modul Pengany

£ Data Ketersedi
(Fund Available)

B Bank

¥ Data Suspend

& Modul Renkas

z ‘ Selamat Datang di Online Monitoring SPAN

Klik tamhal 18 Manu di kiri atac unfulk mamulai

E Referensi
© 2014 Direktorat Transformasi Perbendaharaan

Evew A spaniszmese Online Monitoring : 2015 L BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA KANTOR PLS.,

Daftar SP2D Satker

Update Data Terakhir (Waktu Server):
07-12-2015 17:15:54 WIB

Tanggal

Moo Nomor2D  Selem  NgD  Nomorimoee T sy Deskrips
P20 Invoice §p2D

P20

1 150881301030680 ~ 07-12- 07-12- 5455500 03165T/01722002015  11-11- GAJISUSULAN NON Biaya Belanja pegawal (63 Terusan bulen Desember 2015) a/n Haryono
015 15 15 Gl Sigit NIP. 19631212 198603 1001 03165-11/11/2015-51111-ROKU

2 150881301030685  07-12- 0712 2355000 03487T/0172202005  03-12- GUp NON Penqaant] Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang 03487-
215 15 13 GAJl 30/11/2015-521211-Kompensasi

] 1086130103009 0712 012 1631500 0e3Ta0201 0312 GUp NON  Pengganti Uzng Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang 03463-
15 013 013 GAJl 27/1/2015-521211-KOMPENSAS!

4 150e30od0ees 0T 072 B3RO0 0MTITAONT220200 0312 GUP NON' Pengganti Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Barang 03471
015 15 15 GAl Zimjamssann-pey

3 150881301030681  07-12- 0712 4070000 030821/017220/2015 04

Il KEKURANGAN  NON | Pembajaran Belanja Pegaai(Kekurangn G Jan-Juli Tahun 2015 /Gaji

© 2014 Direktorat Transformasi Perbendaharaan $Tim Pengembang



69

Online Monitoring SPAMN

* 0 spanint. kemenkeu,gouid/spanint dataspi daftarspzdf C'HO\SEarch |‘ ‘ﬁ‘ ﬁ ﬁ U 4 9 =

Fi

& @ sparint kemenkeu.go.id/spanint dataserdaftarspzd) C'HQSEar(h |& A B U 4 e

Y Filter Data

Ne SP2D:

Neomor Invoice:

011807/017220/2015

Jenis SPM:

- pilih -

Tanggal SP2D:

le  Edi

Online Manitaring SPARN ] ing span - Pen

™

i=Menu L Pengguna B Keluar Cnline Monitoring 2015 ‘-A

Daftar SP2D Satker T Fiter

Mo, Invaice ; 01190

Tanggal e q
H Tanggal Nilai q Tanggal n Jenis P
N. 5P2D Sel N, I J S5PM Deski
lomor esai e SP2D omor Invoice Invoice enis SP2D eskripsi
SP2D
~
150881302010852 25-06-2015 25-06-2015 38,734,500 01190T7/017220/2015 23-06-2015 MNON GAII NOMN Pembayaran Belanja |

KOMTRAKTUAL GAIL Barang (Tahap v)
sesuai kontrak Mo,
02/KONTRAK
JROUM/T/2015 Tgl.
02-01-2015 dan BAP
MNo. 01.e/BAP
JPRE/ROUM/YT/ 2015
Tgl. 01-06-2015
01190-12/06 -
J2015-523111-ROUM

i I 3

[[£4

Unduh

© 2014 Direktorat Transformasi Perbendaharaan b Tim Pengembang
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Lampiran 16




‘ : SURAT SETORAN PAJAK 1
» KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. LEMBAR
/ DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (SS P)

Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP ) o T B i ] (i [ 1 sy oo e o
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
PT. INTI SOLUSI NUSANTARA

NAMA WP b e s R e B e B N S P R
ALAMAT WP J1. Utan Kayu Raya No.l5 Rt.001/001
Nop PSR b e B Rl et v A P SR S B O R ) P S e [ Ll
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak
ALAMAT OP
g PPH Pasal 22
Uraian Pembayaran :
Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran Pengadaan PC Komputer, Printer,Server
[ 4,1 ,1,1,2,2] 19,0 ,0] Personal Komputer (Laptop) dan Ati Virus
Lisence Resmi
Masa Pajak
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep [ Okt [ Nov [ Des Tahun Pajak
2,015 |
Beri tanda Silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan Diisi Tahun terutangnya Pajak
NomoriKetetanan il e oy i s /el S el SR el 2 e e S S S s
Diisi sgsual Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKBT
—
Rp. 2.289.477,- 7 05

Jumlah Pembayaran
Terbilang :

Diisi dengan rupiah pepuh
Dua juta dua/t/atus delapan puluh sembilan rfgxygimp%g

ratus tujuh puluh tujuh rupiah
7

Wajib Pajak/Penyetor
Jakarta

......................... , Tanggal
Cap dan tanda tangan
INTI SOLUSI
o, Nusantara

BUDIMAN JP _—

Nama Jelas
st

AL LT AR
3 *“Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bapgsa”’
et a0, Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
angétangan SPM Ben

F.2.0.32.01
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A - | SURAT SETORAN PAJAK 1
KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. LEMBAR
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (SS P)

D

Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP : 19,3) 12:6,0 (2.72) L[4 190,01 [0,0,0]
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP . FPL. Inti Solusi Nusantara
ALAMATWP  : .JL:.Utan Keyu. Rava.Nas.15.Bhe.003/001 /
Kel. Uten Kayu Kece Matraman. dJdakerta. TAmUT......cooviiivvciieieiccieenn.
NOP : | (o oo it o LR el o] e e e i 8 [ -

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT OP :

T e S Uraian Pembayaran :
hce ol sl _PCe_Komputee, Printer,. Server.Personal
l4,2,2,2,2,2] | 90,0] (Laptop .Jirus Msence Reomi
Masa Pajak
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des Tahun Pajak
[z 0.8 5
Beri tanda Silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan Diisi Tahun terutangnya Pajak
Nomor Ketetapan P! e e v el et b 1 e [ |y ] el D R I BT
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKBT
Jumlah Pembayaran  : .BBs. 152263182~ / 2 Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : Lima Belas Jut,a/ma Ratus Enam Puluh Tiga Rlbu/Seratus Delapan Puluh Dua m_piy

QYT RERSUTRPHROARI A 11 Waih Peiskifapmor
GO+ KASLRENCAIRAN DANA | s y Tanggal o
da tangan

EFEND)

" v
“ Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Baggsa”
AL, Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran,

= aka, MM
NIP-\’ 199103 1 001

F.2.0.32.01
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Lampiran 17




